
  

 

BUPATI PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN LIMA PERATURAN DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun dan ketentuan 
Pasal 150 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 dilakukan mekanisme pencabutan 
Peraturan Daerah;  

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 188.34-5072 Tahun 2017 tentang Pembatalan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Keputusan 
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/57.K/KPTS/013/2016 
tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten 
Pasuruan, perlu dilakukan mekanisme pembatalan 
peraturan daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Lima Peraturan 
Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730);  

 
 
 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);    

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan 
di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5072 Tahun 
2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air 
Tanah; 

10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/57.K/KPTS/ 
013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan. 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN 

dan 
BUPATI PASURUAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN LIMA 
PERATURAN DAERAH 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:  
a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2006 tentang 

Penetapan Kawasan Lindung Di Kabupaten Pasuruan; 
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin 

Usaha Pertambangan Mineral Dan Batuan Di Kabupaten Pasuruan; 
c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Izin Gangguan; 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Usaha Perikanan; dan 
e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Air Tanah. 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan.  

    
Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juli 2021  
BUPATI PASURUAN,  
  
          ttd. 
  

M. IRSYAD YUSUF 
Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juli 2021 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN, 
 

  ttd. 
 
ANANG SAIFUL WIJAYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 5   
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 
NOMOR:  86-5/2021 

TELAH DITELITI 
Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah   
Asisten PKR   
Kadin. LH   
Kadin PU SDA &TR   
Kadin. PMPT   
Kadin Perikanan    
Kabag. Hukum   



PENJELASAN 
 ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG  

PENCABUTAN LIMA PERATURAN DAERAH  

I.  PENJELASAN UMUM 
 

  Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5072 Tahun 2016 tentang 
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Air Tanah dan Keputusan  Gubernur Jawa Timur Nomor 
188/57.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan 
mencabut beberapa Peraturan daerah di Kabupaten Pasuruan karena 
dianggap tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,  sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha. 
  Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Peraturan Daerah  tentang  Pencabutan 6 (enam) Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 

  
II.  PASAL DEMI PASAL  

Pasal  1    

  Cukup jelas  
 Pasal 2  

 Cukup jelas  
  
 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 334 


